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MOTTO  

 

 

It is nice to be important, but 

 it is important to be nice  

(Hoegeng Iman Santoso) 

 

  



 

 

KATA PENGANTAR 

Penulisan skripsi ini dengan judul “Penyatuatapan Pengujian Peraturan Perundang-

Undangan Di Mahkamah Konstitusi” merupakan hasil penelitian ditujukan dalam rangka 

mencapai gelar sarjana hukum serta sebagai bentuk sumbangan terhadap ilmu pengetahuan 

dan wawasan. Sebuah gagasan untuk penguatan baik pada struktur hukum maupun 

kelembagaan pada mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Fokus penulisan ini 

membahas mengenai mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan saat ini (ius 

constitutum) yang dilakukan dengan dua atap atau pemisahan kewenangan dengan berbagai 

problematika hukumnya yang dikaitkan dengan prinsip supremasi konstitusi dan kesatuan 

nilai pada hirarki perundang-undangan.  Dalam skripsi ini penulis melakukan analisis serta 

merekonstruksi mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan satu atap yaitu di 

Mahkamah Konstitusi. 

Akhir kata penulis berharap penulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan hukum di Indonesia. 
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ABSTRAK 

Kewenangan pengujian peraturan perundangan dilakukan melalui pemisahan 

kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang disebut sebagai 

pengujian secara dua atap atau dualistik. Dengan  Mekanisme pengujian tersebut terdapat 

beberapa problematika hukum baik dari segi pengaturan maupun institusional kewenangan 

pengujian perundang-undangan seperti problematika formil yakni adanya penundaan 

pemeriksaan, asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta asas pemeriksaan 

yang dilakukan tertutup dan terbatas. Selain itu terdapat pula problematika empirik yaitu 

perbedaan penafsiran atau putusan yang bertentangan dan prolematika pertentangan norma 

dengan pasal-pasal HAM di Undang-Undang Dasar. Dengan menerapkan prinsip hirarki 

norma, maka pengujian perundang-undangan yang ideal adalah monistik karena Undang-

Undang Dasar berada pada puncak hirarki norma yang menjadi sumber bagi norma 

dibawahnya dalam kesatuan nilai. Karena norma itu berjenjang dan merupakan kesatuan nilai 

dalam kebersisteman, maka idealnya lembaga pengujian peraturan perundang-undangan tidak 

terpisah yang harus dilakukan dengan mekanisme sentralisasi di satu lembaga tunggal seperti 

MK Federal Jerman. Penyatuatapan kewenangan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan 

norma supaya seirama dan selaras dengan konstitusi. Pengujian dengan satu atap dengan 

kerangka supremasi konstitusi hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang 

memiliki dasar pengujian pada konstitusi. Untuk dapat melegitimasi perluasan kewenangan 

konstitusional pada Mahkamah Konstitusi, maka proses yang sah adalah dengan perubahan 

terhadap pasal 24 A ayat 1 dan Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 serta aturan turunannya. 

Kata kunci : monistik, kesatuan, integrasi   
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